
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 
NOMOR 34 TAHUN  2011 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN  

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,  
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 
Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

 
b. bahwa dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 

2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum 
mengakomodasi mengenai pemberian tambahan penghasilan 
kepada pegawai yang bertugas melakukan pengelolaan 
keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sehingga 
Peraturan Walikota Surabaya dimaksud perlu ditinjau kembali; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, serta memperhatikan kecukupan anggaran 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing 
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk pemberian 
tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 
 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093); 
 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4194); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 
 

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46B 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 
Dalam Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri 
Sipil Nasional; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007;  
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
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15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 

tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);  
 

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 
 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 
 

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 4); 

 
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011                  
Nomor 24). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 
2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH. 
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Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2011 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
   Pasal 4 

 
(1) Tambahan penghasilan pegawai bagi pengelola keuangan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 diberikan 
kepada PNSD yang bertindak selaku ketua dan wakil ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah. 
  

(2) Tambahan penghasilan pegawai bagi pengelola keuangan 
SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
angka 2 diberikan kepada PNSD yang bertugas melakukan 
pengelolaan keuangan pada SKPD/Unit Kerja. 

 
(3) PNSD yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan pada 

SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. Pengguna Anggaran; 
b. Kuasa Pengguna Anggaran; 
c. Bendahara Penerimaan; 
d. Bendahara Pengeluaran; 
e. PPK-SKPD; 
f. Bendahara Penerimaan Pembantu; 
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
h. Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran; 
i. Pembantu bendahara Penerimaan; 
j. Pembantu bendahara Pengeluaran; 
k. Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran.  

 
(4) Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf h dapat dijabat oleh : 
 
a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Dokter Mohammad Soewandhie kecuali Kepala Bagian 
Keuangan; 
 

b. Kepala Sub Bidang pada Badan; 
 

c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat 
DPRD/Badan/Dinas/Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Mohammad Soewandhie/Satuan Polisi Pamong Praja/ 
Inspektorat/UPTD/UPTB; 

 
d. Kepala Seksi pada Dinas/Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 

Mohammad Soewandhie/Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti 
Dharma Husada/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat; 
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e. Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti 
Dharma Husada, kecuali Kepala Sub Bagian Keuangan; 

 
f. Staf pada Kantor/Kecamatan. 

 
(5) Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf k dijabat oleh staf pada masing-
masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. 
 

(6) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi pengelola 
keuangan SKPD/Unit Kerja ditentukan berdasarkan jumlah 
anggaran belanja daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD 
serta jumlah anggaran belanja daerah yang dikelola oleh masing-
masing Unit Kerja pada SKPD Sekretariat Daerah. 

 
(7) Besaran tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan 

ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi PNSD. 

  
 

   Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku sejak tanggal 28 Pebruari 2011. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 5 Mei 2011 

  
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
TRI RISMAHARINI 

 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 5 Mei 2011 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
SUKAMTO HADI, SH. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570706 198303 1 020 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 43 
 
 

Salinan sesuai dengan ................. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Pembina 

NIP. 19720831 199703 1 004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


	   Pasal II 

